BAB VI
SARAN

1. Gudang Obat Gresik

Berdasarkan hasil kunjungan diketahui gudang obat masih perlu
memperhatikan batas maksimum penumpukan dan memberi jarak
dengan dinding sehingga mudah dibersihkan dan tidak lembab.
Perlu diperhatikan juga penataan FIFO atau FEFO yang digunakan
karena terlihat banyak barang yang menumpuk sehingga susah
pengontrolan dalam pengambilan.

Dalam peninjauan stok barang, sebaiknya menggunakan sistem
komputerisasi dan manual agar memudahkan dalam pengontrolan
obat yang masuk dan keluar sehingga diharapkan stok yang ada

sesuai dengan jumlah fisik yang ada.

2. Puskesmas Aloon Aloon Gresik

Dalam peningkatan pelayanan kefarmasian, sebaiknya dilakukan
penambahan tenaga kefarmasiaan seperti apoteker dan tenaga
teknis kefarmasiaan (AA, S1 farmasi dan D3 farmasi).

Dalam upaya pelayanan kefarmasian, sebaiknya Puskesmas
menyediakan tempat untuk penyerahan obat dan KIE yang nyaman
agar dalam menerima informasi pasien dapat mengetahui dan
memahami dengan jelas.

Dalam ruangan sebaiknya ruang peracikan dengan tempat
menerima resep dipisahkan atau diberikan sekat. Pada ruang
peracikan sebaiknya juga tersedia wastafel untuk mencuci atau

membilas alat peracikan yang bekas pakai.
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e Dalam kamar obat terutama didekat tempat peracikan sesuai aturan
yang ada seharusnya dilengkapi dengan wastafel untuk
mempermudah proses pelayanan resep terutama dalam hal sanitasi

dan hygiene.
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